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Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar,
yakni sekitar 24 GW sumber daya dan 9,6 GW cadangan. Namun,
realisasi pemanfaatannya masih rendah: kapasitas terpasang
hingga 2023 hanya mencapai 2.597,51 MW atau sekitar 11% dari
potensi nasional (KESDM, 2024).

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas panas bumi
menjadi 7,2 GW pada 2030 melalui Rencana Umum Energi
Nasional (Perpres No. 22/2017). Target ini strategis untuk
menurunkan ketergantungan pada energi fosil dan menekan
emisi karbon, sejalan dengan agenda transisi energi global
(Halimatussadiah et al., 2023; Nasruddin et al., 2016).
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Ditujukan Kepada

e Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (KESDM)
* Pemerintah Daerah

Ringkasan Eksekutif

Energi panas bumi merupakan salah satu sumber
energi terbarukan paling potensial di Indonesia,
dengan cadangan mencapai 23,9 GW atau sekitar
40% dari total cadangan dunia. Namun,
pemanfaatannya baru mencapai 2.597 MW pada
tahun 2023, atau sekitar 11% dari total potensi.
Salah satu hambatan utama dalam pembangunan
energi panas bumi adalah resistensi masyarakat
lokal, sebagaimana terjadi di Padarincang,
Kabupaten Serang, Banten.

Penolakan masyarakat terhadap pembangunan
PLTP Padarincang mencerminkan lemahnya social
acceptance dan kompleksitas tata kelola lintas
level (multi-level governance). Dari sisi sosial,
masyarakat merasa kurang dilibatkan, khawatir
terhadap dampak lingkungan, dan tidak melihat
manfaat ekonomi langsung. Dari sisi tata kelola,
terdapat  fragmentasi kebijakan  antara
pemerintah pusat yang mendorong percepatan
energi terbarukan dan pemerintah daerah yang
berhadapan langsung dengan aspirasi masyarakat
lokal.

Policy brief ini merekomendasikan integrasi
partisipasi  bermakna, mekanisme benefit-
sharing, forum koordinasi lintas-level, mekanisme
mediasi independen, serta penerapan standar
ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam
izin proyek panas bumi. Kebijakan ini diharapkan
mampu membangun legitimasi sosial,
memperkuat  koordinasi pemerintahan, dan
memastikan  keberlanjutan  transisi  energi
nasional.
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Meski demikian, pengembangan energi panas bumi tidak
lepas dari persoalan sosial. Kasus penolakan
masyarakat lokal terhadap pembangunan energi panas
bumi di Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, sejak
2017 menjadi contoh nyata.

Masyarakat lokal menolak proyek pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dengan
alasan risiko terhadap ketersediaan air irigasi,
keberlanjutan pertanian, potensi degradasi lingkungan,
budaya dan sosial.

Penolakan ini berujung pada demonstrasi besar tahun
pada tahun 2018 dan 2021, bahkan memunculkan
ketegangan antara masyarakat, aparat, dan perusahaan
pengembang (Banten Hari Ini, 2022). Konflik tersebut
menunjukkan bahwa aspek teknis dan requlatif saja
tidak cukup untuk menjamin keberhasilan proyek energi
terbarukan.

Pendekatan social acceptance (Wistenhagen et al.,
2007) menjelaskan bahwa resistensi sosial dapat
dipahami melalui tiga dimensi: penerimaan masyarakat
lokal (community acceptance), legitimasi kebijakan
publik (socio-political acceptance), dan dukungan pasar
(market acceptance).

Dalam kasus Padarincang, ketiga dimensi tersebut
menunjukkan  kelemahan. Hal ini dikarenakan
masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan, kebijakan
pusat tidak diterjemahkan secara inklusif di daerah, dan
konflik sosial meningkatkan risiko bagi investor.

Selain itu, kerangka multi-level governance (Hooghe et
al., 2008) menyoroti fragmentasi kewenangan antarlevel
pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah pusat melalui
Kementerian ESDM mendorong percepatan panas bumi.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan masyarakat lokal
tidak memiliki ruang deliberatif yang memadai dalam
proses perizinan dan perencanaan. Akibatnya, kebijakan
menjadi  terfragmentasi, melemahkan legitimasi
institusional, dan memperbesar resistensi di tingkat
akar rumput.

@puslatbangkdod_lan

Dengan menggabungkan social acceptance dan multi-
level governance, policy brief ini menekankan bahwa
pengembangan energi panas bumi di Indonesia
membutuhkan tata kelola yang lebih inklusif, transparan,
dan koheren lintas level. Pendekatan ini bukan hanya
memperkuat legitimasi sosial, tetapi juga menjamin
keberlanjutan investasi serta stabilitas politik dalam
agenda transisi energi nasional.

Deskripsi Masalah

Pengembangan energi panas bumi di Indonesia
menghadapi sejumlah persoalan mendasar, yang
tampak jelas pada kasus pembangunan PLTP
Padarincang.

Pertama, minimnya partisipasi bermakna masyarakat
lokal. Mekanisme sosialisasi yang dilakukan lebih banyak
bersifat formalitas, sehingga masyarakat merasa tidak
dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat
dari protes warga sejak 2017 hingga 2021, yang menolak
eksplorasi dengan alasan tidak ada transparansi
informasi mengenai risiko dan manfaat proyek (Walhi &
CELIOS, 2024).

Kedua, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan,
khususnya sumber daya air. Padarincang dikenal
sebagai salah satu lumbung pertanian di Kabupaten
Serang. Warga khawatir pengeboran sumur panas bumi
akan merusak sistem hidrologi dan mengganggu sumber
mata air yang menjadi basis kehidupan sehari-hari.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena masyarakat
Padarincang khawatir kasus PLTP di Mataloko akan
terjadi di wilayah mereka (Tempo, 2021).

Ketiga, ketidakjelasan manfaat ekonomi langsung.
Warga sulit melihat keuntungan nyata dari kehadiran
proyek. Narasi pemerintah pusat bahwa PLTP akan
meningkatkan  ketahanan energi nasional tidak
menjawab kebutuhan ekonomi lokal (Pristiandaru, 2024;
Walhi & CELIQS, 2024).
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Keempat, fragmentasi tata kelola lintas level
pemerintahan. Pemerintah pusat melalui Perpres
22/2017 menargetkan bauran energi terbarukan 23%
pada 2025, sementara pemerintah daerah menghadapi
resistensi sosial yang tinggi.

Ketiadaan forum koordinasi yang efektif menyebabkan
kebijakan pusat dan respons daerah sering tidak
sinkron, sehingga memperburuk ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintah (PP no.22/2017
tentang RUEN, 2017).

Dengan demikian, hambatan utama pengembangan
energi panas bumi bukan terletak pada aspek teknis,
melainkan pada lemahnya legitimasi sosial dan
kompleksitas tata kelola lintas level.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dapat disimpulkan bahwa
penolakan masyarakat terhadap pembangunan energi
panas bumi, seperti kasus di Padarincang, tidak hanya
mencerminkan resistensi lokal semata, tetapi juga
menunjukkan lemahnya tata kelola lintas level.

Oleh karena itu, alternatif solusi perlu diarahkan pada
langkah-langkah yang mampu mengintegrasikan
dimensi social acceptance dengan kerangka multi-level
governance secara komprehensif.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme
partisipasi masyarakat melalui konsultasi berbasis hak
yang bersifat deliberatif. Konsultasi ini harus dilakukan
sejak tahap perencanaan awal, dengan melibatkan
masyarakat, tokoh adat, dan organisasi lokal.

Tujuannya bukan sekadar memenuhi kewajiban
administratif, tetapi membangun kepercayaan dan
legitimasi sosial. Mekanisme ini juga harus didukung
oleh penyediaan informasi yang transparan mengenai
potensi risiko dan manfaat proyek.

@puslatbangkdod_lan

Kedua, diperlukan penerapan skema benefit-sharing
yang terukur dan berkeadilan. Pemerintah dapat
menetapkan aturan yang mewajibkan pengembang
untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat
terdampak, baik melalui dana kompensasi desa,
penyediaan infrastruktur publik, maupun prioritas
rekrutmen tenaga kerja lokal. Dengan adanya manfaat
langsung yang dirasakan, resistensi masyarakat dapat
ditekan dan proyek memperoleh dukungan sosial yang
lebih kuat.

Ketiga, untuk mengatasi fragmentasi tata kelola, perlu
dibentuk forum koordinasi lintas-level pemerintahan.
Forum ini berfungsi sebagai wadah harmonisasi antara
kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten, sekaligus
menjadi mekanisme penyelesaian isu perizinan dan
kewenangan. Dengan koordinasi yang lebih jelas, konflik
antarlevel ~ pemerintahan  dapat  diminimalisasi,
sementara pemerintah daerah dapat berperan sebagai
mediator yang lebih efektif bagi kepentingan
masyarakat lokal.

Keempat, pemerintah dan pengembang perlu
menyediakan mekanisme mediasi independen yang
dapat diakses masyarakat ketika terjadi kebuntuan
komunikasi. Mediator independen yang berasal dari
akademisi, lembaga profesi, atau organisasi masyarakat
sipil dapat meningkatkan legitimasi proses negosiasi
dan menjamin penyelesaian konflik secara adil.
Mekanisme ini sekaligus menjadi saluran untuk
meredam eskalasi protes dan mencegah konflik
berulang.

Kelima, sebagai penguatan jangka panjang,
pengembangan panas bumi di Indonesia harus
diintegrasikan dengan standar ESG (Environmental,
Social, and Governance) dalam setiap tahap perizinan.
Penerapan standar ini akan memastikan bahwa
pengembang tidak hanya berorientasi pada keuntungan
ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap
keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial
masyarakat sekitar.

http://puslatbang.kdod.lan.go.id
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Rekomendasi

Berdasarkan kelima alternatif solusi yang telah
dijelaskan naskah kebijakan ini merekomendasikan
alternatif solusi yang pertama, yaitu memperkuat
mekanisme parisipasi publik.

Permasalahan pembangunan energi panas bumi di
Padarincang tidak semata-mata terletak pada aspek
teknis atau requlasi, melainkan pada rendahnya
penerimaan sosial (social acceptance) akibat lemahnya
mekanisme partisipasi publik. Masyarakat setempat
merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses
perencanaan maupun pengambilan keputusan, sehingga
menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi yang
berulang.

Kondisi ini sesuai dengan kerangka social acceptance
yang dikemukakan (Wistenhagen et al., 2007), di mana
dimensi community acceptance menjadi  kunci
keberhasilan proyek energi terbarukan. Tanpa adanya
penerimaan di tingkat komunitas, proyek berpotensi
menghadapi penolakan sosial yang berkelanjutan
meskipun telah memperoleh dukungan regulasi dari
pemerintah pusat maupun izin teknis.

Memperkuat partisipasi publik berarti memastikan
adanya forum konsultasi terbuka, musyawarah desa,
serta mekanisme pengawasan independen yang dapat
diakses masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip multi-
level governance (Hooghe et al., 2008) di mana
efektivitas kebijakan hanya dapat tercapai jika ada
koordinasi lintas level pemerintahan dengan melibatkan
aktor lokal sebagai pemangku kepentingan kunci.

Tanpa ruang partisipasi, koordinasi antara pemerintah
pusat, daerah, perusahaan, dan masyarakat akan
terjebak dalam fragmentasi kepentingan. Dengan
demikian, partisipasi publik bukan hanya strategi untuk
mengurangi konflik, tetapi juga instrumen untuk
membangun legitimasi sosial dan memperkuat tata
kelola energi yang inklusif.

@puslatbangkdod_lan
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